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ABSTRAK -

CATATAN .

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
dan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota
Pasuruan perlu melakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum kota Pasuruan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat
(6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9
Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No.
122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021;
Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun
2018; Permendagri No. 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No. 10 Tahun 2020; Permendagri No. 37 Tahun
2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan air
minum berkualitas bagi masyarakat Kota Pasuruan sesuai dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan
pendapatan asli daerah dari sektor layanan air minum. Dalam Perda
ini diatur Ruang Lingkup; Dasar Hukum Pendirian; Anggaran Dasar;
Satuan Pengawas Intern; Komite Audit Dan Komite Lainnya;
Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan Perumdam; Penggunaan
Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Daerah; Evaluasi,
Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum; Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; Kepailitan; Tarif;
Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan
Peralihan; Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September
2022.
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